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KATA PENGANTAR 
 

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Hukum Pajak telah selesai di 
susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan 
sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang 
memiliki minat terhadap pembahasan Hukum Pajak 

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap 
HUKUM PAJAK. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis sangat 
mengedepankan pembaharuan hukum, agar instrumen ini tetap sesuai 
dengan kebutuhan dan perkembangan jaman. Khususnya di sektor 
perpajakan, diadakanlah upaya yang disebut sebagai reformasi perpajakan, 
upaya ini difokuskan pada optimalisasi penerimaan pajak dengan 
perluasan dasar pajak, optimalisasi penegakan hukum pajak, dan 
optimalisasi mekanisme pengawasan perpajakan yang mengedepankan 
Asas Keadilan. 

Sektor pajak merupakan instrumen penting dalam perekonomian 
suatu negara, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan 
yang krusial dalam menunjang pembangunan. Hukum pajak mengatur 
hubungan antara negara pemegang otoritas perpajakan dengan warga 
negara, dalam kapasitasnya sebagai wajib pajak dalam konteks hak dan 
kewajiban. Kewajiban artinya sebagai warga sipil yang taat hukum, maka 
individu masyarakat wajib membayar pajak. Hak mengandung makna 
bahwa segala kewajiban yang telah dipenuhi kepada negara, akan 
didistribusikan kembali secara tidak langsung kembali ke masyarakat 
melalui program-program pemerintah. 

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat 
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah 
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan 
hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati 
secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para 
pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian 
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dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan 
karya selanjutnya di masa yang akan datang. 

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di 
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak 
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan 
di Indonesia. 

               Mei, 2023                                                                                                                                                                          

 

 

            Tim penulis  
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KONSEP DAN DASAR HUKUM PAJAK 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Sektor pajak merupakan instrumen penting dalam perekonomian 

suatu negara, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan 
yang krusial dalam menunjang pembangunan. Konstitusi 1945 atau 
Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 telah memberikan sebuah konsep 
kesejahteraan dan dijadikan sebagai tujuan negara dalam pembukaan 
teksnya. Tujuan negara terbagi menjadi eksternal dan internal  (MKRI, 
2022). Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 mencantumkan tujuan 
internal negara yaitu mewujudkan kesejahteraan, keamanan, dan 
kebebasan negara. Kesejahteraan yang dimaksud tentunya adalah 
kesejahteraan bagi masyarakat (Saravistha D. W., 2021). Hal ini juga 
dikumandangkan pada Sidang Pertama BPUPKI oleh Ir. Sukarno secara 
lisan sebagai bagian dari lima prinsip yang diusulkan sebagai dasar negara, 
yaitu: Nasionalisme, Internasionalisme (perikemanusiaan), Mufakat, 
Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan Yang maha Esa (Ketuhanan yang 
Berkebudayaan) (Kaelan, 2018). 

Hukum pajak mengatur hubungan antara negara pemegang otoritas 
perpajakan dengan warga negara, dalam kapasitasnya sebagai wajib pajak 
dalam konteks hak dan kewajiban. Kewajiban artinya sebagai warga sipil 
yang taat hukum, maka individu masyarakat wajib membayar pajak. Hak 
mengandung makna bahwa segala kewajiban yang telah dipenuhi kepada 
negara, akan didistribusikan kembali secara tidak langsung kembali ke 
masyarakat melalui program-program pemerintah. Hukum pajak ini 
tergolong ke dalam Mazhab hukum Tata Usaha Negara dan merupakan 
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ASAS DAN SISTEM PEMUNGUTAN 
PAJAK 

 
 

A. PENDAHULUAN  
Bab ini secara khusus menjelaskan mengenai asas dan sistem 

pemungutan pajak di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa aktifitas 
dalam kehidupan bisnis maupun pribadi tak dapat dihindari dengan 
ketentuan pajak di Indonesia. Untuk itu perlu adanya suatu ketentuan 
yang mengatur terkait bagaimana sistem pemungutan pajak itu sendiri 
dan apa asas-asas yang mendasarinya. Di dalam chapter ini akan 
membahas terkait asas-asas pemungutan pajak itu sendiri dan juga 
sistem-sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Bukan hanya itu 
saja akan tetapi di dalam chapter ini juga membahas terkait syarat-syarat 
pemungutan pajak dan diakhiri dengan soal-soal latihan mengenai asas-
asas dan sistem pemungutan pajak di Indonesia.  

 

B. DASAR HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA  
• UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) tentang Pemungutan Pajak  

• UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.  

• UU Nomor 6 Tahun 1983 dan dipengaruhi oleh UU Nomor 16 
Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.  

• Undang Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU 
Nomor 7 Tahun 1983 dan diperbaharui oleh UU Nomor 17 Tahun 
2000.  
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KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang 

ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 
1984 adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 
ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, yang di 
dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara 
dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan 
dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan 
pembangunan Nasional. Undang-undang ini sebagian besar memuat 
ketentuan umum dan tata cara yang berlaku untuk Pajak Penghasilan, 
sedangkan ketentuan umum dan tata cara untuk Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, banyak diatur 
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 

Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, disadari 
bahwa banyak masalah dihadapi yang ternyata belum diatur dalam 
Undang-undang ini sehingga menuntut perlunya penyempurnaan. 
Penyempurnaan tersebut sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan 
nasional serta kebijaksanaan Pemerintah dalam Pembangunan. Jangka 
Panjang Tahap II yang antara lain berbunyi "Sistem perpajakan terus 
disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan 
harus makin mampu dan bersih. Harapan masyarakat terhadap adanya 
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VERIFIKASI, PEMERIKSAAN, 
PENYIDIKAN DALAM PERPAJAKAN 

 
 

A. PENDAHULUAN   
Terdiri dari: Pengantar singkat yang berisi penjelasan umum terkait 

materi yang akan dibahas, penjelasan instruksi khusus terkait materi yang 
akan dibahas dan dilengkapi sajian data terkini yang relevan dengan topik 
pembahasan. 

 

 
Gambar 1. Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan 

 
Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara, Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) berupaya menegakkan kepatuhan wajib pajak dan 
meminimalisir tindak pidana perpajakan dengan melakukan penegakan 
hukum di bidang perpajakan terhadap orang pribadi maupun badan di 
Indonesia. Penegakan hukum tersebut, terdiri atas:  
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PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH 

 
 

A. LATAR BELAKANG 
Di Indonesia pajak ada dua macam pajak menurut pemungutannya 

yaitu pajak Pusat (Nasional) dan Pajak Daerah, Pajak Pusat yang terdiri dari 
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan sektor 
Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBBP3) dan Bea Materai 
yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kementerian keuangan 
di Jakarta.  Berdasarkan Undang-Undang No.  28 tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota 
mengelola pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi   
daerah tingkat provinsi dikelola oleh pemerintah daerah tingkat I provinsi 
yang bertujuan untuk membiayai semua kepentingan daerah provinsi. 
Dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang 
PDRD dijelaskan bahwa “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, 
adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh Orang Pribadi 
atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak 
Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib kepada daerah 
baik provinsi maupun kabupaten/kota adalah kewajiban yang harus 
dibayar oleh perorangan atau perusahaan yang bersifat memaksa 
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
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PAJAK DALAM PERUSAHAAN 

 
 

A. PENDAHULUAN  
Badan adalah sekumpulan orang atau modal dalam suatu kesatuan 

yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha. Badan yang sudah 
memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif wajib mendaftarkan diri ke 
Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP). Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 
HPP) badan merupakan salah satu subjek pajak dalam negeri selain orang 
pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan dan bentuk 
usaha tetap (BUT). Sedangkan menurut syarat objektif kewajiban 
perpajakan badan akan timbul ketika badan tersebut sudah memperoleh 
penghasilan, atau melakukan kegiatan usaha.  

Secara garis besar ada dua kewajiban pajak yang dilakukan oleh badan 
yaitu kewajiban atas Pajak Penghasilan (PPh) dan kewajiban Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN). Pada kesempatan ini kita akan fokus bahas 
mengenai pajak penghasilan Badan (PPh Badan)  

 

B. SUBJEK DAN BUKAN SUBJEK PAJAK BADAN  
Menurut Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) 

sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan pasal 1 badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer 
dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik 
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, 
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UTANG PAJAK 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Menurut hukum perdata, utang didefinisikan sebagai perikatan yang 

di dalamnya terdapat kewajiban bagi salah satu pihak dalam melakukan 
sesuatu ataukah tidak yang menjadi hak bagi pihak lainnya (Suandy, 2016). 
Dalam arti sempit, utang disebabkan oleh adanya perjanjian khusus yang 
berdampak pada adanya perikatan. Pada kasus utang piutang seperti ini, 
debitur diwajibkan untuk membayar kembali sejumlah uang yang telah 
dipinjam oleh debitur kepada kreditur. Sedangkan dalam arti luas, utang 
didefinisikan sebagai segala sesuatu yang wajib untuk dilakukan oleh 
orang/pihak yang berkewajiban sebagai konsekuensi perikatan. Adapun 
contoh utang dalam arti luas yakni penyerahan barang, pembuatan lukisan, 
melakukan suatu perbuatan serta membayar harga barang. 

Prof Dr. Rochmat Soemitro, SH mendefinisikan pajak sebagai 
(Mardiasmo, 2018): 

“pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa 
timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum” 
 
Setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada 

negara untuk dapat dipergunakan guna mencapai kemakmuran rakyat.   
Dasar hukum perpajakan pertama yakni Undang-Undang No 6 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan saat ini telah ada 
perubahan-perubahan. Perubahan terakhir adalah mengenai harmonisasi 
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TARIF PAJAK 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Tarif pajak sebagai bentuk besaran tarif yang memiliki ketentuan 

dalam pemungutannya. Ketentuan yang mengatur tentang tarif pajak 
didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan.  

 

B. TARIF PAJAK  
Bentuk pemungutan tarif pajak disesuaikan dengan aturan yang 

berlaku. Ketentuan perpajakan didasarkan pada landasan pemungutan 
pajak yang ditetapkan pada undang-undang pada pasal 23 ayat (2) 
Undang-Undang Dasar 1945. Pada ketentuan tersebut disebutkan pajak 
hal yang terkait dengan pajak dan berhubungan dengan kepentingan 
negara telah diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku. Ketentuan 
lain yang mengatur tentang tarif pajak diatur berdasarkan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 pasal 17 ayat (1) disebutkan 
bahwa besarnya tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan kena pajak 
dibedakan menjadi : 
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PEMBAYARAN DAN KETETAPAN PAJAK 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada Negara, yang 

dapat dipaksakan melalui pengaturan dalam peraturan perundang-
undangan secara formil maupun materiil, yang tidak ada prestasi kembali 
secara langsung yang diperoleh Wajib Pajak, yang dapat dipungut secara 
angsur atau berulang-ulang dan/atau sekaligus dan hasilnya digunakan 
untuk membiayai kebutuhan umum Negara demi mencapai tujuan Negara 
untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi. Pajak 
diperoleh Negara melalui proses pembayaran sebagai bentuk partisipasi 
masyarakat melalui kontribusinya.   

Dalam suatu kewajiban perpajakan, Wajib Pajak untuk jenis Pajak 
Penghasilan (PPh), mengenakan system self-assessment untuk melakukan 
pembayaran pajak kepada negara. Sistem ini memberi ruang bagi Wajib 
Pajak sekaligus menugaskan untuk menghitung, memperhitungkan, 
membayar dan melaporkan pajaknya sendiri ke Kantor Pelayanan pajak 
(KPP) tempatnya terdaftar atau dikukuhkan. Dalam melakukan pelaporan 
Pajak, Wajib Pajak menggunakan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) 
sebagai sarana pelaporan. Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT 
atau melakukan kesalahan dalam pengisian SPT yang telah disampaikan, 
dianggap tidak melaporkan pajak dan atau tidak membayar pajak. Hal 
kesalahan pengisian SPT dapat diketahui pada saat Tim Pemeriksa 
melakukan pemeriksaan terhadap SPT yang disampaikan ke Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP). Berdasarkan Hasil pemeriksaan itulah, maka ada 
temuan-temuan yang kemudian di infentarisir sebagai catatan hasil 
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PENAGIHAN PAJAK  
DENGAN SURAT PAKSA 

 
 

A. PENDAHULUAN   
Pokok bahasan dalam penagihan pajak dengan surat paksa sebagai 

awalan memberikan introduksi tentang penagihan pajak, penanggung 
pajak, dan penagihan pajak dengan surat paksa, dan juru sita. Dijelaskan 
pula terkait bagaimana prosedur penagihan dengan surat paksa dimulai 
dari surat teguran, surat paksa, surat penyitaan, dan lelang. Pada akhir 
pembahasan menjelaskan terkait pencegahan dan penyanderaan, adanya 
gugatan dari penanggung pajak, permohonan pembetulan dan 
penggantian, serta keputusan pidana. 

Dosen matakuliah dapat menggunakan berbagai pendekatan 
perkuliahan. Selain memberikan transfer knowledge terkait bahasan ini 
dengan metode ceramah, bisa dilakukan untuk studi kasus terhadap 
materi yang dibahas dengan melibatkan mahasiswa. Setelah mengikuti 
materi ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan memahami 
prosedur penagihan dengan surat paksa. Dosen dapat melakukan evaluasi 
hasil perkuliahan pada aspek kognitif, misalnya mahasiswa mampu 
menjelaskan bagaimana prosedur penagihan dengan surat paksa. Pada 
ranah praktis mahasiswa dapat mengaplikasikannya di saat berhubungan 
dengan penagihan dengan surat paksa. 

 

B. KONSEP DASAR PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA 
Penagihan pajak merupakan kegiatan penagihan yang dilakukan oleh 

juru sita pajak (fiskus) terhadap penanggung pajak atas seluruh utang 
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PEMBUKUAN DAN PENCATATAN 

 
 

A. PENDAHULUAN   
Dalam dunia Perpajakan, dikenal adanya istilah pembukuan dan 

pencatatan. Pengetahuan tentang pembukuan dan pencatatan sangatlah 
penting untuk diketahui oleh Wajib Pajak, dalam upaya memenuhi 
kewajiban perpajakan. Pentingnya pengetahuan Wajib Pajak tentang 
pembukuan dan pencatatan karena pembukuan dan pencatatan 
merupakan dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung besarnya pajak 
terutang. Selain itu, dengan adanya pembukuan dan pencatatan maka 
akan mempermudah Wajib Pajak dalam pengisian SPT (surat 
pemberitahuan) dan dapat mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan 
usaha/pekerjaan bebas.  

Ketentuan mengenai Pembukuan dan Pencatatan telah diatur dalam 
Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah mengalami beberapa kali 
perubahan sampai pada Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009, dan 
hingga saat ini dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  

 

B. DEFINISI 
Definisi pembukuan menurut UU Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 angka 

29 adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, 
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan 
dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan 
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SANKSI PERPAJAKAN 

 
 

A. PENDAHULUAN   
Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Hal ini terlihat 

dari porsi APBN tahun 2017 sebesar 85% berasal dari sektor pajak. Oleh 
karena itu, dapat dikatakan bahwa pajak merupakan ujung tombak APBN 
(BPS, 2017). Pajak digunakan oleh pemerintah untuk membangun sarana 
dan prasarana yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum. 
Sehingga, keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembangunan tidak 
dapat terlepas dari kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya tepat 
waktu. Akan tetapi, masalah yang dihadapi sekarang ini adalah masih 
kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya (Suyatmin, 
2004); (Jatmiko, 2006). Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan 
peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama ikut 
melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan 
Negara dan pembangunan Nasional. Tanggung jawab atas pelaksaan 
pemungutan pajak sebagai cermin kewajiban masyarakat itu sendiri. 
Dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban 
melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan 
kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan atau dalam Ketentuan Umum 
Perpajakan (KUP) (Rusnan, 2021). 

Sanksi pajak adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi tinggi 
rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Sanksi pajak merupakan hukuman 
negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan. 
Sanksi pajak bertujuan agar peraturan dan undang-undang yang ada tidak 
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PROSEDUR PENYELESAIAN  
SENGKETA PAJAK 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Sebagai negara hukum yang bercirikan negara kesejahteraan modern 

(welfare state modern), tugas pemerintah dalam menyelenggarakan 
kepentingan umum menjadi sangat luas (E. Utrecht., 1960) dan terkadang 
melanggar hak-hak wajib pajak dalam memungut pajak. Pajak merupakan 
salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk 
pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 
(Aji et al., 2022). Untuk itu, sektor perpajakan memegang peranan yang 
penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa (Sa’adah, 2019). 
Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan biaya yang bentuk 
pengembaliannya tidak diterima secara langsung (Saprudin et al., 2021). 

Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) terutama oleh 
yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan 
dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk langsung 
dan berguna bagi pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas 
negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (Andriani, 2000). 

Dengan adanya sistem Tax Reform, perpajakan Indonesia 
mengenalkan sistem self assessment dalam pemenuhan kewajiban rakyat 
dalam hal ini wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Wajib 
pajak diberi kebebasan, dan diberi kewajiban untuk menghitung sendiri 
dan menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang, tanpa bantuan dari 
Direktorat Jenderal Pajak kecuali Pajak Bumi dan Bangunan. Namun dalam 
pelaksanaannya fiskus masih bisa melakukan pemeriksaan yang keliru dan 
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PENGADILAN PAJAK 

 
 

A. PENDAHULUAN   
Pajak merupakan pungutan wajib yang di peruntukan bagi rakyat dan 

akan dibayarkan kepada suatu negara yang setiap uang pajak yang rakyat 
bayarkan akan masuk ke dalam pendapatan negara dalam sektor 
perpajakan. uang pajak akan digunakan untuk kepentingan umum dan 
bersama dan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk 
membiayai setiap belanja dalam pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah untuk kesejahteraan masyarakat seperti untuk pembangunan 
fasilitas umum, untuk membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, 
dan untuk kegiatan produktif lainnya.  

Dalam pelaporan dan pemungutan pajak sering kali terjadi adanya 
perbedaan pendapat, perhitungan, sampai dengan perbedaan 
pengetahuan tentang hukum dalam perpajakan itu sendiri antara wajib 
pajak dengan otoritas perpajakan. Dengan adanya perbedaan ini maka 
Pengadilan Pajak di bangun oleh pemerintah karena adanya perbedaan 
interpretasi hukum maupun perhitungan antara wajib pajak dan otoritas 
pajak yang dapat menimbulkan terjadinya sengketa pajak, dan untuk 
memfasilitasi masalah sengketa pajak, maka dibentuk Pengadilan pajak. 
Dimana pengadilan pajak berperan sebagai wadah untuk mencari keadilan 
dan pemulihan hak-hak bagi pihak-pihak yang bersengketa. 

Melihat pentingnya pengadilan pajak dalam menyelesaikan sengketa 
pajak maka wajib pajak perlu memahami perkembangan, kewenangan, 
kedudukan, ruang lingkup, fungsi, ketentuan pembuktian  hingga proses 
yang akan terjadi di pengadilan pajak.  
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PAJAK INTERNATIONAL 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Setiap negara memiliki system dan kebijakan perpajakan internasional 

yang berbeda - beda, sehingga dalam kegiatan transaksi ekspor impor 
barang dan jasa serta modal antar negara perlu diperhatikan secara 
khusus. Dimana, dalam situasi WP (Wajib Pajak) perorangan ataupun 
badan dapat membuat kesepakatan sehingga memberikan solusi dalam 
permasalahan pengenaan pajak berganda International yang dikarenakan 
adanya konflik kepentingan (conflict of interest) yang timbul diantara dua 
atau lebih negara yang berdaulat terhadap penerimaan pajak, pendapatan 
dari pajak tersebut merupakan penghasilan atau laba yang diterima oleh 
wajib pajak di dua negara yang berbeda, baik di negara sumber (source 
state) maupun negara domisili (residence state) yang berasal dari 
mobilitas transaksi International, modal, orang, jasa, dan barang. 
Aktualisasi pada perdagangan dan investasi lintas negara (cross border 
transaction) yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, dimana secara 
ekonomi memiliki tujuan untuk saling mendapatkan manfaat dan 
keuntungan (mutual benefit), dan elemen beban pajak merupakan salah 
satu faktor yang penting dan perlu di perhitungkan. Pajak internasional 
didefinisikan sebagai kesepakatan antar negara yang memiliki Persetujuan 
Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dasar pajak internasional 
mengacu pada Konvensi Wina 23 Mei 1969, yakni sebuah perjanjian yang 
berisi tentang hukum perjanjian antar negara. Perjanjian inilah yang 
menyebabkan ketentuan perpajakan yang berlaku di negara tertentu tidak 
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